SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIRA YULIASTUTI, ST.MP
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MIRA YULIASTUTI, ST.MP
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

I. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 1 JAN "MK 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plh. KEPALA DINAS KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN
PERINDUSTR[AN DAN PERDAGANGAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DINAS
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH
No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
-1 -2 -3 -4
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan Persentase Daya Saing Pelaku Usaha Industri
1 ~  Nom Migas (%) 100%
Keg Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelaku Persentase Kuantitas dan Kualitas Pelakn
Usaha Industri Usaha Industri (%) 100%
Tersusunnya Laporan Pengawasan Kawasan Jumlah Laporan Pengawasan Kawasan Industri 1
Industri yang tersusun
Terlaksannya Penerapan Peraturan mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah tentang 1
Subkeg | Perwilayahan dan Peraturan Peraturan Jainnya Perwilayan dan Peraturan lainnya
Terlaksannya koordinasi terkait perkembangan Jumlah koordinasi terakit perwilayahan, 1
perwilayahan, kawasan industri - |kawasan industri
Terpenuhinya penerapan standarisasi pelaku Jumlah pelaku industri yang memenuhi 50
industri standarisasi
—1 Sub.keg - - - - -
Tersedianya Sarana Prasana Penunjang Kegiatan Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan 2
Industri Industri yang Disediakan
Terbinanya Pelaku usaha industri Jumlah pelaku usaha industri yang terbina 210
] Sub keg | TerPasilitasinya Pelaku usaha industri Jumlah pelaku usaha industri yang terfasilitasi 130
eg
| Terbinanya Sentra Industri Jumlah sentra yang terbina 10 Sentra
2 -~  Meningkatnya Informasi Perkembangan Pelaku Persentase peningkatan Informasi 100
Usaha Industri Perkembangan Pelaku Usaha Industri (%)
Keg Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri
Memanfantkan Aplikasi STINas Memanfaatkan Aplikasi STINas 100
Terfasilitasinya Pelaku Usaha Industri terdaftar Jumlah Pelaku Usaha yang terdafiar pada 100
masuk Dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Industri Nasional (SIINas) vang terfasilitasi
| Terlaksananya Pelayanan Permintaan/Bantuan Jumlah pelayanan informasi/konsultasi industri 2
Sub.keg |data dan informasi industri
i Tersedianya data directory IKM Jumlah data IKM yang terverifikasi 200
il Terlaksananya rapat koordinasi yang dilaksanakan| [Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan 12
bersama Aparat Kabupaten/Kota " |bersama bersama Aparat Kabupaten/Kota
Terpublikasinya Informasi Perkembangan Pelaku Jumlah Informasi Perkembangan Pelaku Usaha
Usaha Industri Melalui Aplikasi Sistem Informasi Industri Melalui Aplikasi Sistem Informasi 2
Pengolahan Data Industri (SIPEDAS) Pengolahan Data Industri (SIPEDAS) yang
terpublikasi
W Tersusunnya Buku Profil Industri Sulawesi Jumlah Buku Profil Industri Sulawesi Tengah )
[ | Subkeg Tersusunnyan laporan analisis industri Provinsi jumlah laporan analisisi industri provinsi 4
Sulawesi Tengah dalam SIINas Sulawesi Tengah dalam SIINas yang tersusun
| Terlakasananya Integrasi Data (antara SIINas dan |jumlah data yang terinput dan tervalidasi pada |
SIPEDAS SulTeng) SIPEDAS yang bersumber dari SIINas
B Terlaksananya Pelaporan SIINas Pemda bagi Jumlah Pelaporan pada SIINas Pemda bagi 13
Aparat Dinas Pemda Kab/Kota aparat Dinas Kab/Kota




Terpantaunya kepatuhan perusahan dalam Jumlah perusahan dalam melakukan pelaporan 50
melakukan pelaporan pada Sistem Informasi - |pada Sistem Informasi Industri Nasional -
Industri Nasional (SIINas) (SIINas) yang terpantau

Sub.keg | Terpantaunya kepatuhan pelaku Industri dalam Jumlah pemantavan kepatuhan perusahaan 2
melakukan pelaporan " |yang melapor .
Tersusunnya laporan kepatuhan perusahaan _ |Jumlah laporan kepatuhan perusahaan ) 2
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri = Rp. 4.986.000.300 APBD

Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana = Rp. 4.986.000.300

Pembangunan Industri Provinsi

Subkeg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan = Rp. 44.524.050
Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan
Perwilayahan Industri

Subkeg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan = Rp. 159.508.700
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan = Rp. 4.781.967.550

Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional = Rp.

Keg Penyedinan Informasi Industri untuk IUL IPUL, = Rp.
IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Subkeg Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data = Rp.
Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain
Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri

Nasional (SIINas)

Subkeg Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis = Rp.
Industri Provinsi melalui SINas

Subkeg Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan = Rp.

Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup
Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

90.206.138 APBD

90.206.138

29.143.300

28.927.838

32.135.000
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SULAWESI TENGAH |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM
Jabatan : Plh. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MIRA YULIASTUTI, ST.MP
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

I. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pau, 3] AN JR02S

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plh. KEPALA DINAS Plh.SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
) ) (&) )
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan - INDEKS RB PERANGKAT DAERAH 2 66
Perindustrian dan Perdagangan
Keg | Nilai SAKIP Perangkat Dacrah i
Meningkatnya kualitas perencanasn Pengukuran. evaluasi
& pelaporan 2 Persentase capauan [KU Perangkat Daerah
I Persentase TLHP BPK Dan APIP yang %
Memngkainya Kualitas Admunistras: Keuangan Perangkat diselesaikan sesuar ketentuan =
Daerah dal lesaian Tindaklanjut Hasil Pemerik: —
(1L SR TSN - 2 Persentase Capaian Realisass APBD %
Perangkat Dacrah
Memngkatnya Kualinas Tata Kelola Harang Milik Daerah - |Persentase Dokumen Adiministrast Barang Milik Daerah 18
Pads Peranghat Dacrah Pada Perangkat Dacrah yang Sesua Ketentuan =
Mennghatoya pemeliharaan barang milik daerah
Persentase barang mulik daerah yang dipelihara 100
|1 Nilai Indeks Profesoonal ASN Perangkat Daerah ) 80
Menmghatnya protesionabsme ASN Perangkat Dacrah 2 Nilai hasil Survey Implementasi ASN
BerAKHLAK =
Menmgkatnya Kematangan SPRE Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik
Sektoral pada Perangkat Daerah - 4
M k penga’ k pan intemal 2 Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital
Perangkat Daerah - 9l
Menmgkatnya pelaksanaan pembangunan Zona 3 Nilai capaan pelaksanann pembangunan 71 100
Integrias (21) E
4 Nilai Peng Impk Ref¢ 30
M b Kualitas Produk Hukum dan tndakt Shilonun Peraigkit D
laporan pengaduan pada Perangkat Daerah 5 P Tindakk Laporan P d
melatui SP4N Lapor - 100
I Nili Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik
~ | Pernngkat Dnerah ' 90
Meningkatnya Kualitas Pel Publik Perang £
Daerah 2 Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada
Aplikasi SKM Terntegrasi - 8831
M Tata Kelola P dann Barang Jasa Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang Jasa
Perangkat Dacrah - |Pemermiah pada SPSE - 100
Program Anggaran Keterangan
I Program Penunjang Urusan Pemerintaban Daerah Provins = Rp. 19,938,474,357 APBD
Keg  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja = Rp 780,179,900
Perangkat Daerah
Ads K P kat Daerah = Rp 16,749.050,447
Admunistrasi Barang Milik Daerah pada = Rp. 176,472,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang = Rp. 628,012,500
Urusan Pemenntahan Daerah
Ad Kepega: Perangkat Dacrah = Rp. 170,271,100
Admimstrast Umum Perangkat Dacrah = Rp. 394.209,290
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan P h = Rp 533856820
Daerah
Pengadaan Barang Milik Dacrah Penunjang = Rp. 506,422,300
Urusan Pemerintah Dacrah
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| SULAWESI TENGAH |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MIRA YULIASTUTL ST.MP
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

I. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 3-] J AN 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
_——==klh. KEPALA DINAS KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN

FRINVIUSTREAN DAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGRI DINAS
PROV PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

tingkat daerah Provinsi

Bersubsidi

No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
-1 2 -3 4
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Tentang Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi 00%
1 ketentuan perdagangan ketentuan perdagangan 100%
Keg. Meningkatuya penerbitan rekomendasi teknis SIUP Persentase penerbitan rekomendasi SIUP
Minuman Beralkohol dan B2 bagi distributor sesuai MB dan B2 bagi distributor yang terlayauni 100%
standar
Sub.keg Terlayaninya permohonan Penerbitan STUP-MB Toko Persentasi Permohonan Rekomendasi SIUP-
Bebas Bea dan Surat Rekomendasi STUP MB dan Bahan MB dan B2 yang terlayani )
Berbahaya bagi Distributor melalui layanan Perizinan 100%
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Tersosialisasinya Peraturan perizinan Perdagangan bagi Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti
pelaku usaha Sosialisasi Peraturan Perizinan Perdagangan 60 orang
Terawasinya Pelaku Usaha B2 dan MB di Jumlah Pelaku Usaha B2 dan MB di
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Kab. Morowali) 3 Pelaku Usaha
_ Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang Persentase sarana distribusi perdagangan
2 sesuai standar yang sesuai standar 10%
Keg. Meningkatnya Kualitas Pembinaan sarana distribusi Persentase Pembinaan sarana distribusi
perdagangan dan pasar lelang komoditas sesuai perdagangan dan pasar lelang komoditi 10%
dengan standar sesuai dengan standar
Subkeg Terbinanya Pasar yang difasilitasi menuju Standar Jumlah pasar yang difasilitasi menuju Standar 1 Kab/ Kota
Nasional Indonesia Nasional Indonesia (Morowali)
Terbinanya Pelaku Usaha yang difasilitasi di Pasar Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi di pasar
Lelang Komoditas lelang komoditas 2 Pelaku Usaha
— Sub.keg - — 5 T
Terevaluasinya pelaksanaan fasilitasi pasar lelang Jumiah Laporan evaluasi pelaksanaan fasilitasi
komoditas pasar lelang komeditas 1 Laporan
Subkeg Terfasilitasinya Pembentukan Managemen SRG di Kab. Jumlah SRG yang terfasilitasi Pembentukan
Toli-Toli dan Kota Palu Managemennya 2 SRG
3 = Meningkatnya Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Persentase Koefisien Variasi Harga Antar 7.36%
waktu )
Keg. Meningkatnya jaminan Ketersediaan Barang Persentase Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kebutuhan Pokok dan Baraag Penting di 100%
Daerah Provinsi Tingkat Daerah Proviasi
Termonitoringnya ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Jumlah Laporan ketersediaan barang
di Tingkat Distributor dan Subdistributor di 13 Kab/Kota kebumthan pokok ditingkat distributor dan 4 Laporan
subdistributor di 13 Kab/Kota
| Subkeg [Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Jumiah Kab/Kota dalam Melakukan
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan 1 Kegiatan
Pokok di 13 Kab/Kota
Termonitoringnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Jumlah Laporan Ketersediaan Barang
Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan 4 laporan
Kab/Kota Sub Distributor di 13 Kab/Kota -
| | Subkeg
Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan
Ketersediaan Barang Penting di 13 Kab/Kota Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13 1 Kegiatan
Kab/Kota
Keg. Meningkatknya Pengendalian Harga, Informasi Persentase Rekomendasi Penyelesaian
Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Per lahan Pengendalian Harga dan
Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Ketersedian Barang Kebutuhan Pokok 90%
Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dan Barang Penting Kab/Kota yang
dalam Sistem Informasi Perdagangan ditindak lanjuti
Tersusunnya Dokumen Analisis Perkembangan Harga Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan 1 Dokumen
dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting
| | Subkeg
Terpantaunya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Jumiah Laporan Pemantauan Harga Barang
Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan 4 Laporan
Penting di 13 Kab/Kota
Sub.keg Terpenuhinya Kebutuhan Barang Pokok Murah dalam Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar
rangka Stabilisasi Harga bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga 9 Kegiatan
Barang Kebutuhan Pokok Pokok
Keg. Meningkatnya pengawasan pupuk bersubsidi di Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk o
Ll




Tersusunnya laporn pengasasan penyaturan pupuk Jumlah Laporan pengawasan penyalvmn pupuk
bersubsidi bessubsidi 1 Laporan
—1 Sublxg — — T Cap—y
Terkoordinasinya Pemyaluran pupuk besubsidi Jumlah Lzperan kegiatan koordinasi penyutaran
pupek bersubsidi 5 Laporan
Meninglatnya omret pelakn tsaha yang Perweotase peningkaton omeet pelakm mahn
4 - diikntsertakan pada kegiatan petnmaran produk yang diikatsertokan pada kegistag pamerzn 10%
dalem negerl prodok dolam negerd
Kcg. Mcoingkaioya keilmtsertasn pelaku uaaha poda Persentase pelaka usaba yang mepgiaoti
kegintan pameran produk dalam neged kegiaian pamernn prodok dalam negeri 10%
1
!
Terfasilitasingn UMKM dalam keifauseraan pamenran Jumiah UMKM yang difasititasi dafam X
produk dalam negerd " ik I produle dalam negeri 3 UMKM
— Sub.|
keg T y huzsi Pelak Fanilitasi Jumizh Laporan evaluas Pelaksangan Fastlitasi
Pramosi Pengpunazn Produk Dalam Negerd Promosi Penggman Produk Dalam Neged 1 Laporan
Keg. DMeninglatnys onzet pelakn ussha yasg FPersentase penioghntan omeret pelakn usaha
dlikmiseriakan pads bimfek prodok dalam negerd yang dilkutserfakan pada bimtek prodok 10%
dalam tegerd
Terbisilitasinya UMKM dalzm Birtek Digital Marksting Turnlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek
produk dalam negeri ll)ig'ml Marketing produk dalom oegeni 25 UMKM
1 Sub.ke, .
e Tersustnya 1aporan evalas Peloksanamn Fasilitos] Tumloh Laporan evaluzsi Pelaksanan Fasiitzss
Pemasatan Peaggenien Produk Dalam Negeri Pemasaran Penggannan Produk Dalam Negeri | Laporan
1
Keg. [Meningkamya perahaman masyarakal terkait peatingnya Pementase masynralat yang paham pentingnya
pengpuain produk dalam negerl penpgunaan produk dalam oegeri 8%
.
Subkeg | Tersosislisainya kepada kat dalam upaya Jumlsh Pestrta Sosialisasi Peninglaten
Peaingkatan Penggunaen Produk Dalam Negerd Penggrayazy Produk Dalam Neger 70 Orang
|
! Rl
Program | Abggarsn Keterangnn
1. Program Perzi dan Pendaft Peruank = Rp. 78,766,650 APBD
Keg.  Penerbitag Surad Ezin Usahe Perdagangan Bahan Rp. 78,766,650
Subkeg Fasilitasi Perizinan Berussha Terintegrasi secara : = Rp. 78,766,650
]
2, Progrmm Peninghatan Sarang Distribusl Pendegangan : = Rp. 191,038800 AFBD
Keg. Pembangunan dan Pengelolnan Pusat Distribusi = Rp. 191,038,800
Sub.keg Pembinaan dan Pengendslian Pusat Distritusi Regiomal = Rp. 76,548,850
dan Pusal Distribusi Proviesi
Subkeg Pepatasn, Pémbiman, den Pengembangan Pasar Lelang , = Rp 71.933,000
Komoditas
Subkeg Pelaksanaan kegiatan fxilitasi dalam rangka implementasi \ = Rp 42,556.950
SRG di nesing-masing Kabupaten/Kota dalam Provinsi
|
3 Program Stabllisasi Hargs Bamng Kebutulon Pokoldnn B;mng Peating = Rp. 1,570,790,550 APBD
1]
Keg. Moenjamin Ketersedisan Barang Kebatuhan Pokok ! = Rp. 110,756,950
Subkeg Koordinasi dun Sinkroaisasi Ketersediaan Barang = Rp. 69,101,250
Kcbutuhan Pokok di Tigkat Distributor dxn Sub .
Distributor
Koordinxsi dan Sinkronisaci Ketersedizan Barang Penting [ 41,655,700

di Tingkat Distribanior dzn Sub Dismibutor




Q'k

Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok = Rp. 1.395.862.850
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada
Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas
Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem

Informasi Perdagangan

Subkeg Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok = Rp. 171.032.900
dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang
Lintas Kabupaten/Kota

Subkeg Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan = Rp. 1.224.829.950

Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah
Kabupaten/Kota dalam | (satu) Daerah Provinsi

Keg. Pengawnsan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah = Rp. 64.170.750
Subkeg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk = Rp. 64.170.750
Bersubsidi dan Pestisida
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri = Rp. 255.899.000 APBD
Keg. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri = Rp. 107.037.250
Subkeg Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi = Rp. 107.037.250
Keg. Pelaksanaan Pemasarsn Penggunaan Produk Dalam = Rp. 108.299.750
Subkeg Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri = Rp. 108.299.750
di Tingkat Provinsi
Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk = Rp. 40.562.000
Subkeg Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam = Rp. 40.562.000
Negeri
Palu,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Plh. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM

NIP. 19730831 200012 2 002 NIP. 19770405 200212 1 009



l SULAWESI TENGAH |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAJAR SETIAWAN, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MIRA YULIASTUTI, ST.MP
Jabatan : PIh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan targét kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, r3 1 JAN 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plh. KEPALA DINAS KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

i PMWAN, SE. MM
NIP. 19830304 200112 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Keg Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui
Sub.Keg Pameran Dagang Internasional/Nasional
Sub.Keg Pameran Dagang Lokal
Sub.Keg Peningkatan Citra Produk Ekspor

= Rp. 671.189.600
= Rp.  217.456.000
= Rp. 276.548.550
= Rp.  177.185.050

PROVINSI SULAWESI TENGAH
No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
-1 -2 -3 -4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Persentase Pelaku Usaha Mendapatkan
1 Pendaftaran Perusahaan Pelayanan Urusan Perdagangan Luar 100%
Negeri
Keg  Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penerbitan Persentase Permohonan Surat Keterangan
Surat Keterangan Asal (SKA) sesuai ketentuan Asal (SKA) dan layanan Klinik Ekspor 100%
yang berlaku Sulteng vang terlayani
Terfasilitasinya Pelayanan Persentase Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang terlayani 100%
—
Sub.Keg Tersosialisasinya Layanan Klinik Ekspor Sulteng bagi Jumlah mahasiswa tersosialisasi 0
Mahasiswa sebagai upaya menumbuhkan ekosistem e
Sosialisasi Kebijakan dan Layanan Ekspor Impor Jumlah Pelaku Usaha dan Aparat 40 orang
2 - Terwujudnya Pengembangan Ekspor Nilai ekspor 26478.59 Juta USD
Keg  Meningkatnya Promosi bagi Produk Ekspor Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi 100%
Unggulan Daerah promosi °
Sub.Keg Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Jumlah Pelaku Usaha/produk yang
Pameran Dagang Internasional/Nasional Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang 3 Pelaku Usaha
Internasional/Nasional
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi 27 Pelaku Usaha
Sub Kog | EXSPOr Pada Pameran Dagang Lokal Ekspor pada Pameran Dagang Lokal ¢ .
o Terevaluasinya Pelaku Usaha yang mengikuti Jumlah Laporan evaluasi Pelaku Usaha yang 31a
Pameran Dagang Lokal mengikuti Pameran Dagang Lokal ¥
Terpublikasinya Citra Produk Ekspor melalui media Jumlah media publikasi promosi Produk I Media
publikasi Unggulan Ekspor Daerah
m Sub Kog | Tér1aksananya FGD Pelaku Usaha Komoditi Jumiah Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go 40 Pelaku usaha
g Unggulan Go Ekspor Ekspor yang mengikuti FGD
Teridentifikasinya Kualitas Kopi Sulawesi Tengah Jumlah Pelaku Usaha Kopi Sulawesi Tengah 40 Pelaku usaha
vang mengikuti identifikasi kualitas kopi
Program Anggaran Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan = Rp.  236.290.850 APBD
Keg  Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi = Rp. 236.290.850
Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA = Rp 236.290.850
2. Program Pengembangan Ekspor = Rp. 671.189.600 APBD

Palu, '3 ] m m‘

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR
- NEGERI




| SULAWESI TENGAH I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO MARDIONO, S.T., M.A.P
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

selanjutnya disebut PFHAK PERTAMA

Nama : MIRA YULIASTUTI, ST.MP
Jabatan : PIh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PTHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PFTHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 -I JAN 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plh. KEPALA DINAS KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAYA INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
: PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NIP. 19770302 20100] 1 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ne SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
1 -2 -3 -4
1 Meningkatnya Kualitas Rencana Pembangunan Persentase Kualitas Rencana Pembangunan Industri 100%
" Industri Provinsi (RPIP) = |Proviasi (RPIP) (%) -
Keg  Meningkntuya P han Kriteria P - |P P Kriteria Penyusunan
Dolannen RPIP Dokumen RPIP (%) = 100%
Tersusunnya dokumen teknis rencana Jumlah dokumen teknis rencana pembangunan 1
) [F— pembangunan industri provinsi (RPIP) Sulawesi industri provinsi (RPIP) yang tersusun
1 Terfasilitasinya penyusunan rencana - [Jumiah laporan rencana pembangunan industri 1
pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota. (RPIK) kabupaten/kota yang terfasiliasi )
Keg  Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan - |Per Evaluasi Pelak RPIP yang 100%
RPIP berkualitas (3%) K
Tersedianya data fasilitasi Bina Pelaku Industri - [umlah Laporan fasilitasi Bina Pelaku Industri 1
|| Subkeg (Laporan)
Terevaluasinya sasaran rencana pembangunan | - lJumlah Laporan Evaluasi sasaran rencana B 2
lindustri pembangunan industri (Laporan)
Py Peninglh Kualitas Sumber Daya
2 - Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Industri | - Industri (%) - 100%
Keg  Meningkatnya Ketersediaan Bahan Baku * |Persentase Ketersediaan Bahan Baku Industri | 100%
Industri (%)
Tersedianya Data Potensi Bahan Baku Industri Jumiah Data Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia
Sub.keg - |(Laporsn) - |
Keg  Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Industri Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
R - 100%
Industri (%)
Terlatihnya Tenaga Kerja Industri Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih (orang) 20
| | Subkeg
Terfasilitasinya HAKI - {umiah Sertifikat HAK| yang Tetfasilitasi R 79
Keg |Meningkatnya Capaian Penggunaan Produk Persentase capaian Peningkatan Penggunaan ) 95%
Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan " | Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang
Tersosialisasinya Kebijakan P3DN Pada Jumlah sosialisasi terkait Kebijakan P3DN Pada
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.| - Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah 2 1
L] Subkeg (sosialisasi)
) Terevaluasinya capain realisasi PDN Pengadaan Jumiah laporan capaian realisasi PON Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Daerah - |Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang - 1
terevaluasi (laporan)
3 . Meningkatnya Kualitas Daya Saing Pelaku Usaha _ |Persentase Daya Saing Pelaku Usaha Industri yang 77%
Industri Im (%)
Keg  Meningk Penga dan P dalian Izin - |Persentase izin usaha Industri yang terawasi dan
Usaha Industri |terkendali (%) - %
Sub.keg | Terawasinya Perizinan Berusaha sektor Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian 5
perindustrian " |yang terawasi )
Sub.keg | Terkendalinya Perizinan Berusaha sektor Jumiah Perizinan Berusaha sektor perindustrian } 3
perindustrian yang terkendali
Program Anggaran Keterangan
I Program Perencanaan dan Pembangunan Industri = Rp. 1.100.470.800 APBD
Keg  Penyusuman, Penerapan, dan Evaluasi Rencana = Rp. 1.100.470.800
Pembangunan Industri Proviasi
Sub.keg Peny Renacana Pemt Industri = Rp. 284.134.450
Subkeg Evaluasi terhadap Pelak R Pemb = Rp.
A o = 84.055.050
Industri !
Sub. — oo
%% Koondiasi, Sinkronisas dan Pelaksanaan - Rp. 632.281.300

Pembangunan Sumber Daya Industri




Keg

Sub keg

Sub.keg

Program Pengendalian lzin Usaha Industri

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUT), Lzn Perluasan
Usaha Industri (IPUT), Izin Usaba Kawasan Industri
(IUKI), dan lzrin Pertuasan Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan Provinsi

Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar
kegiatan ussha sektor perindustrian dalam rangka
penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang
Terintegrasi dengan Sistemn Online Single Submission Risk
Base Approach (0SS RBA)

Koordinasi dan Sinkronisass P, ko

Perizinan Berusaha sthotpumd:-m yang menjadi
kewenangan Provinsi

= Rp. 277.999.750 APBD
= Rp. 277.999.750
= Rp. 170.089.150
= Rp. 107.910.600

e 301 JAN 2029

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA
INDUSTRI

- 19770302 201001 1 008



SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAPIT TOLLA,SE

Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MIRA YULIASTUTI, ST.MP

Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjaniji:

I. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami;

Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan

keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik

Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 1 JAN 2025

PIHAK PERTAMA,

KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
N DAN PERDAGANGAN

NIP. 19731121 200701 1 009

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2028
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAN

No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
[U) Q@) (U] “
Mcologkatnya Kualitas Tata Kelola
Penyclenggaraan Urusan Pemerintaban - INDEKS RB PERANGKAT DAERAH - 66
Perindustrian dan Perdagangan
Keg = |1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang 100
Meningkamya Kualitas Admi K N |disclesaikan sesuai ketentuan .
Perangkat Dacrah dalam penyelesaian - —
Tindaklanjut Hasil Pemerikaan (TLHP) 2. Persentase Capaian Realisasi APBD %20
Perangkat Dacrah
Memngkatnya Kematangan SPBE Perangkat 1. Nilai Kematangan Pencrapan SPBE dan 4
Dacrah " |Statistik Sckioral pada Perangkat Dacrah i
Meningkatya pengawasan kearsipan intermal 2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan ) 91
” |Digital Perangkat Dacrah
Meningkatnya pelaksamaan pembangunan Zona
lnleng:.\s :2) P FEDEEN = - |3. Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI | - 100
4. Nilai Pengul Tmpl i Ref
Meningkamya Kualitas Produk Hukum dan * |Hukum Perangkat Dacral § ot
ndak lanjut %
;‘; } & poran pengadusn pada Pernagiat S. Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan 100
melalui SPAN Lapor
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan 90
Barang Jasa Perangkat Daerah Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE
1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik| %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |~ |Perangkat Dacrah
Perangkat Dacrah 2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 8831
" |pada Aplikasi SKM Terintegrasi = >
Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah
= s - |Perscatase barang milik daerah yang dipelihara) - 80
- Meningkatnya Fasilitasi Jasa Layanan IKM Persentase Jasa Layanan IKM yang
" terfasilitasi (X) # 208
Keg |Meningkatnya Kualitas Layanan Mutu Produk - |Persentase Layanan Mutu Produk Pelaku
Pelaku Usaha Industri Usaha Industri yang berkualitas 100
Program Anggaran Keterangan
1 Program p jang urusan p intahan daerah Provinsi = Rp. 982,971,623 APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah Rp. 504,900,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 64,486,765
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Rp. £6,125.000
Urusan Pemerintah Dacrah
Penyediaan Jasa Perunjang Urusan P intah Rp. 184,411,858
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Rp. 143,048,000
Urusan Pemerintahan Dacrah
2 Program P dan Pembang, Industri = Rp.  1,023.301,752 APBD
Penyusunan, Pencrapan, dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Provinsi Rp.  1,023.301,752

P 3 AN 2025

—— PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
““"hr [:XRQINAS PERINDUSTRIAN DAN KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
Q’“ % AGA%G‘N INDUSTRI PANGAN KERAJINAN DAERAH

V.

/

HAPIT TOLLASE
NIP. 19731121 200701 1 009

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

| SULAWESI TENGAH I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOLVANITA LADJIDJLS.AgM.M
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MIRA YULIASTUTI, ST.MP
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjaniji:

I. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 3] JAN 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
DAN PERDAGANGAN BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
() @) ()] )
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan - INDEKS RB PERANGKAT DAERAH - 66
Perindustrian dan Perd 14
Keg « | 1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan)
Meningk Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat sesual ketentuan - 100%
Dacrah dalam ian Ti jut Hasil P — —
(TLHP) 2. Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat
= |Dacrah ” %0
Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Dacrah 1. Nilsi Kematangan Penerapan SPBE dan Statistk | _ i
" |Sektoral pada Perangkat Dacrah
M, { penga kearsipan intemal 2. Nilai Knalntas Pengelolaan Kearsipan Digital
Perangkat Dacrah 91
M k Ik pembangy Zona | 3. Niki capamn pelaksanaan pembangunan Z1
@n 100
4. Nilai Penguk Lmpl i Ref i Hulmm
Perangkat Dacrah 80
M h Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut
laporan pengaduan pada Perangkat Daerah 5. P Tindaklanjut Laporan Penga
metalui SPAN Lapor 100
M k Tata Kelola Py daan Barang/Jasa Niki Kepatahan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa 90
Perangkat Daerah = |Pemerintah pada SPSE &
L. Nilai Penguknran Kualitas Pelayanan Publik 90
~ |Perangkat Daerah -
Knatont ! e S B T T T
- | Aplikasi SKM Terintegrasi g 88.31
Meningkatnya pemelharaan barang milik daerah Presentasi barang milik daerah yang dipelihara
3 - 80
Meningkatnya Kualitss Layanan Pengujian dan P Layanan P jian dan Kalibrasi 100
= Kalibrasl Unggulan = Unggulan yang Terakreditasi =
Keg P T ditl yang
P . tu k Jii hi stand u penguy R 100
i yang . ¥ | memenuhi standar
Kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang Persentase kalibrasi alat ukur produksi dan
memenuhi standar - |usaha yang memenuhi standar 5 100
Program Anggaran Keterangan
L. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Proviasi = Rp. 7,193,857,805 APBD
Admmistrasi Keuangan Perangkat Daerah = Rp. 284,430,000
Admmistrasi Umum Perangkat Daerah = Rp. 172,926,281
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan = Rp. 6,399,941,876
Pemerintah Daerah
P diaan Jasa P jang Urusan P i Dacrah = Rp. 234,109,648
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan = Rp. 102,450,000
2. Program Standardisasi dan Perlindungan K = Rp 529,227,358 APBD
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk = Rp. 529227358
di Seluruh Dacrah Kabupaten/Kota
=3 1 JAN 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANC

OLYV. ALADJIDJL S. Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

[ SULAWES! TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDDY SUARMAN, SE., MM
Jabatan : Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MIRA YULIASTUTI, ST.MP
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya discbut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 1 JAN 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plh, KEPALA DINAS KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PEBIRPISTR DAN PERDAGANGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS

§ JLAWESI TENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Iojog—ml .

DEDDY SUARMAN, SE.. MM
NIP. 19691109 199903 1 006

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWEST TENGAH

‘o{ SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
[ [21) [5)) )

- Mesmziatayy Kualitas Tata Kebohs
Pewyelenzzaraaa Ursaa Pemerintaban - INDEXS RB PERANGKAT DAERAH - 66
Permd=criia daa Perdagangaa

I Persentase TLHP BPK Dan APIP yang
Meninghasmys Kaaftas Admmmserass Kewag e . 100
=1 Peranghat Daenah dabim penyelesaan — : .
- - - |2. Persentase Capamn Realasi APBD
Toduichopet Hasd Pomerdaam (TLHP) P Docaah 90
M a K SPBE P i K
Seigigs Kanniiage angiat . |1 Nitai Kemataogan Pencrapaa SPBE dan | i
Daenak Swatstk Sckioral pada Perangkat Dacrah
- Memmganma pesgraasaa kearsga mterml 2. Nikii Kmalitas Pergeloban Kearsipan o
" | Digital Perangkat Dacrah -
Memngiaesya pebksammia pembanyzaa Zom 3 Nikut capaim pelal pembang: 100
- ketezritas (Z1) “|a )
|| Memmgiaesa Kmiers Pelyaran Pubi - | L. Nili Pengukuran Kmlitas Pehyama - 90
] Perangiat Daerah - |2 Niki Hasil Servey Kepuasan - 8331
Memngiemn peeacianm baracy midk doerab Persentase barang milk daerah yang 20
- ) )

- Menimglatays kualitas fasiitasi penyelesai - Per pelayanan penyelesal i
perzaduan Komamen pengaduan konsumen yang difasilitasi | ~
Menmgeatrya fasiitasi perfindungan kor - |Per fasilitasi pengachan K
& Seluruh Daerah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti seswai keteofuan - 100

| keg Meningtatrya Pengawasan Bararg Beredar - |Persentase barang beredar yang diawasi
dan/atau lasa ci Seduruh Daerah yang sesuai dengan Ketentuan Perundang- | 80
Cabupaten/Kota Undangan
Program Keterangan
1 Program pesunjang uresan pemerintaban daerah Provimsi = Rp392,483,200 APBD
Admmistrasi Kewangan Perangkat Dacrabh = Rp231,960.000
Admmistrasi Umeam Perangkat Dacrah = Rp57,364,500
Pezyednan Jasa Pemxgang Urwsan Pemerimtah =
Dacrais Rp48.606,800
Pemelharaan Barang Milk Daerah Penjang =
Urasan Pemerirtaban Dacrah 54851500
2 Program Standardisasi Perindungan K = Rpl235414,000 APBD
Pelaksampan Perfndungan Konsumen di Schanuh =
ey i Rp1,013,626,150
Pelaicsansan Pengn Barang Bereda =
dan'atas Jasa di Sckarvh Dacrah KabupatenKota REELINE

3 1 JAN 2M5

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

SUARMAN, SE.,. M
Nip. 19691109 199903 1 006

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

[ SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama : MIRA YULIASTUTI, ST.MP
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. RUSDY MASTURA
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanii:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik
dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem
Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 (0 JAN 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plh. KEPALA DINAS
GUBERNUR SULAWESI TENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

v Pembina Tkt | .
NIP. 19730831 200012 2 002

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) () (3) (4)
1 |Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar - Koefisien Vanasi harga antar - 7.2%
Wilayah di Sulawesi Tengah wilayah tingkat Provinsi
2 |Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industn - Kontribusi PORB Industri - 41.45%
Pengolahan Non Migas di Sulawesi Tengah Pengolahan Non Migas
3 [Meningkatnya Kontribusi PORB Sektor Perdagangan di - Laju Pertumbuhan PORB ADHK - 7.07%
Sulawesi Tengah Sektor Perdagangan
4 |Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih - Nilai Ekspor Bersih - 11949.06 Juta USD
Program Anggaran Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Permerintahan Daerah Provinsi = Rp. 28.507.786.985 APBD
2, Program Perizinan dan Pendaflaran Perusahaan = Rp. 315.057.500 APBD
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan = Rp. 191.038.800 APBD
4 Program Stabiisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Baran = Rp. 1.570.790.550 APBD
5. Program Pengembangan Ekspor = Rp. 671.189.600 APBD
6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen = Rp. 1.764.641.358 APBD
7 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri = Rp. 255.899.000 APBD
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri = Rp. 7.109.772.852 APBD
k Program Pengendalian [zin Usaha Industni = Rp. 277.999.750 APBD
10. Program Pengelolaan Sistem Infarmasi Industri Nasional = Rp. 90.206.138 APBD
11. Program Perdagangan Dalam Negen = Rp. 158.955.000 APBN
14. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri = Rp. 673.537.000 APBN
pau, 3 11 JAN 2M5
PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA,
Pih. KEPALA DINAS
GUBERNUR SULAWESI TENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINS} SULAWESI TENGAH

[<f |
H.RUSDY MASTURA \

Pembina Tkt |
NIP 19730831 200012 2 002

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

| SULAWESI TENGAH |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROY EDWARD KUMAAT, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM
Jabatan : Plh. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanii:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 1 JAN 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plh. SEKRETARIS DINAS KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
RINBUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
INSI SULAWESI TENGAH PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

==

ROY EDWARD KUMAAT, SE
NIP. 19820321 200904 1 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) 2) 3) )
Keg. Meningkatuya kualitas perencanaan, 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Pengukuran, evaluasi & pelaporan 81
2. Persentase capaian IKU Perangkat
Daerah
Sub Keg. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 14
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Terlaksananya Rakor Perindag Se- Jumlah Rakor Perindag Se-Sulawesi
Sulawesi Tengah di Kabupaten Tengah di Kabupaten Morowali Utara 1
Morowali Utara
Sub Keg. Tersedianya Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1
Sub Keg. Tersedianya Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan RKA i
RKA-SKPD SKPD
Sub Keg. Tersedianya Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1
Sub Keg. Tersedianya Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan DPA i
DPA-SKPD SKPD
Sub Keg. Tersusunnya dokumen capaian IKU Jumlah laporan capaian IKU PD dan
Perangkat Daerah. dan dokumen dokumen evaluasi kinerja PD.lainnya
evaluasi kinerja Perangkat 8
Daerah.lainnya
Kegiatan Anggaran Keterangar
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rp780,179,900
SubKeg. | Penyusunan Dokumen Perencanaan 5
Perangkat Daerah Hple03.350
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD Rpl10,824,750
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 050.0
Perubahan RKA-SKPD Rpai 50,000
4  Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp6,150,000
5 Koordinasi dan Peny Perubahan
DPA.SKPD Rp5,976,550
6  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp146,245,050

ra 31 JAN 2020

PIHAK PETAMA

Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

ROY EDWARD KUMAAT, SE
Nip. 19820321 200904 1 004



I SULAWESI TENGAH I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSTANTI KARU, S.Sos., M.AAdm.KP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM
Jabatan : Plh. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

I. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, '3 1 JAN 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plh. SEKRETARIS DINAS KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
INDUSTRIAN DAN

RINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UMUM DINAS

PERDAGANGAN P NSI SULAWESI TENGAH

ROSTANTI KARU, S.So0s.. M.Adm.KP
NIP. 19710906 199303 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHIN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN !
PROVINSI SULAWESI TENGAH

i

No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
|
(n #)] ' 3) (G
I
Keg. Mcninglataya profesionnlisme ASN 1. Nilai Judeks Profesional ASN Perangkat
Perangkat Daerah Daerah
2. Ni]'al hasil Survey Implementasi ASN
BerAKHLAK
Tetlaksananya Pendataan dan Pengolahan Jumilzh Dokumen Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen
Sub Keg. 1
Terlaksanya layanan kepegawaion Jum!ahi laporan layasan kepegawaian 2 Laporan
SubKeg. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatiban Jumlah'Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 18 Orarg
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi vane Mepeiluti Pendidikan dan Pelatihan
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi / 60 Oracg
SubKeg. Perundang-Undanean i FGDY Bimtek/ Kegiatan Lainnya
Tersosialisasitya ASN tentang Aplikasi Jumlah'ASN yang terbina 134 Orang
Kepegawaian dan Umum !
Keg. Meningkatnya Kematongan SPBE 1. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan
Perangkat Daerah Statistik Scktora] pada Perangkat Daerah
SubKeg. Tersedianya Komponen Instalasi Jurnlah Paket Komponen Instalasi 4
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Peperangan Bangunan Kantor yang
Disediakan
Keg. Meningkatnya pengawasan kearsipan 2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan
inteynal Digital Perapgkat Daerah
Sub Keg. Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 4
Disediakan
Keg. Meningkntnya pelaksanaan 3. Nilai capainn pelnksanasn pembangunan
pembanzugan Zonn Integritas (Z1) !
SubKep. Tersedianya Barang Cetakan dan Jumiah Paket Barang Cetakan dan 4
Pengsrandaan Pe; hdaan yang Disediakan
Keg. Meningkatnya Knalitas Produk Hulaum 4. Nilai Pengukuran Implementasi
s i Reformasi Hokum Perangkat Daerah
dan tindaklanjut
ada ;e:un I::; ;nl::‘;n pengaduan 5. Persentase Tindaldanjut Laporan
P 8 Penpaduan melalui SP4N Lapor
Tersedianys Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 12
SubKep, |Pemundang-nndangan Perunding- Undangan vang Disediakan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Jumlah IJ..::tponel.u. Penyelenggaraan Rapat 4
Koordinasi dan Konsuhiasi SKPD Koordinasi dan Korsultasi SKPD
Keg. L. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan
Publik Perangkat Dacrah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan !
Publik Perangkat Dasrah 2, Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
pada Aplikasi SKM Terintegrast
|
Sub Keg. Terlaksananya Penyediaan JaszSurat Jumtah Laporan Penyediaan JasaSurat 12
Menyurat ' Menyurat
SubKeg. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Jumtali Laporan Penyediaan 12
Daya Air dan Listrik JasaKolnmnikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
Sub Keg. Tersedianys Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan 12
Kantor 'Urmum Kantor yang Disediakan
Keg, Meningkatuyn Tata Kelola Pengadaan NihiKigpnmhan Pencatatan Pengadaan
Barang/Jasa Perangkat Daerah Barang/Jusa Pemerintah pada SPSE 100
|
Tersedianya Keodarnan Perorangan Divas Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dims atau
atau Kendaraan Dimas Jabatan Kendarian Dims Jabatan yang Disediakan 2
i
Tersedianya Mebel Jumbah iPakct Mebel yang Disediakan 5
Sub Keg, - ——e ‘, —
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yaog 9

Disedia.!can

Tersususnya Laporan P3DN sesuai TKDN

Jumiah [Laporan P3IDN sesuai TKDN




Sub Keg.

Sub Keg.

Sub Keg.
Sub Keg.

Sub Keg.

Sub Keg.
Sub Keg.

I

1

Kegiatan

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

Pendataan dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsuitasi SKPD

Penyedisan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan kend: gan Dinas atau

ken;araan Dinas Jaha:an
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

AWAN, ST, M
00212 1 009

Anggaran
Rp170,271,100

Rp7,700,000

Rp105,240,000
Rp57.331,100
Rp394,209,290
Rp10,060,830
Rp123,492.210
Rp39,381,400

Rp33,600,000
Rpl87.674,850

Rp533,856,820
Rp300,000
Rp381,895,200
Rpl51,661,620
Rp506,422,300

Rp367,180,000

Rp39,699,600
Rp99,542,700

Palu,

AK PETAMA
Kepala S

Keterangan

n Kepegawaian dan Umum

U, S.Sos.
Nip. 19710906 199303 2 004



I SULAWESI TENGAH I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NURDIANA, SE, MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM
Jabatan : Plh. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PITHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

I. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, A 4 an 2025
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plh. SEKRETARIS DINAS KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ASSET DINAS PERINDUSTRIAN DAN
~PROVINSI SULAWESI TENGAH PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NIP. 19731202/200212 2 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN :INDIKATOR KINERJA TARGET
a ) ’ 3 4
|
Keg. Meningkntuyn Kualitas Administrasi 1. Persentase TLHP BPK Dan APIP
Keuangan Perangkat Daernh datam s : i
penyelesnian Tindaklanjut Hasil yang diselesaikan sesuai ketentuan 100
Pemeriknan (TLHP)
2. Persentase Capaian Realisasi APBD
Peranlgkat Dacerah %0
!
SubKeg. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 134
Tuniansan ASN
Sub Keg. Tersedianya honorarium PHL ] umlaP PHL yang menerima honorarfum 54
Sub Keg. Terlaksananya Penatausahsan dan Jumiah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 500
i
i
SubKeg. Terlaksananya Koordinasi dan J umla.lh Dokumen Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12
Sub Keg. Tersedianya Laporan Keuvangan Akhir Jumlzh Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tahun SKPD SKPD' 1
|
Sub Keg. Tersedianys Dokumen Bahan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 2
Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Sub Keg, Tersedianya Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Bulanan/Triwulanan/Semestera n Triwulanan/ Semesteran SKPD 14
Sub Keg, Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Prognpsis Realisasi Anggarn 1
Keg. Meningkntoya Kualitas Tata Kelola Barang Persentase Dokumen Administrasi Burang Milik
' Milik Daerah Padn Perangkat Daernh Daerah I'ada Perangkat Daoerah yang Sesuai 100
Ketentuan
Sub Keg. Terlaksananya Pengamanan Barang Jumlah Dokumen Pengamanan Barang 1
Milik Dacrah SKPD Milik Daerah SKPD
Sub Keg. Terlaksananya Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Penpawasan, dan
Pengendalian Barang Milik Daerah Pengendalian Barang Milik Daerah pada 1
pada SKPD SK]'-‘D|
Sub Keg. Terlaksananya Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik Penyu:sunan Laporan Barang Milik Daerah 2
Daerah pada SKPD pada SKPD
Sub Keg. Terlaksananya Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD !
Keg. Meninglmtnya pemeliharaan barang milik I
daerah Persentase barang milik daerah yang dipelihara 100
Sub Keg. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Jumlalli Kendaraan Perorangan Dinas atau
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 48
atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya
Sub Keg. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Jumtlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 287
dan Mesin Lainnya Dipelihara
Sub Keg. Terlaksananya JumlaP Sarana dan Prasarana Gedung
Pemelihaman/Rchabilitasi Sarana dan Kantor atau Bangunan Lainnya 4

Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

yangDipelihara/Direhabilitasi




Sub Keg.

Sub Keg.

Sub Keg.

Sub Keg.

Sub Keg.

Sub Keg.

N

Kegiatan

Terlaksananya Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas
ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Kevangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Barang Milik Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang
Milik Dacrah pada SKPD

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
SKPD

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran Keterangan
Rp16,749,050,447

Rpl5,134,383 497
Rp972,600,000
Rp371,490,000
Rp139,715,950

Rp46,700,000

Rp41,747,000
Rp26,014,000

Rpl16,400,000

Rp176,472,000

Rp70,000,000
Rp48,700,000

Rp30,100,000

Rp27,672,000

Rp628,012,500
Rp428,182,500
Rp139,830,000

Rp60,000,000

v 3 1 JAN 2025

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagigp Keuangan Dan Asset

Nip. 15731202 200212 2 004



I SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDWAN. M, ST, MM
Jabatan : Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAPIT TOLLA,SE
Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanii:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 ] 1AM A2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

(WFasy

RIDWAN. M, ST, MM
NIP. 19680721 201112 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4

Keg dan |Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Persentase Layanan Mutu Produk Pelaku 100 %
Rencana Pembangunan Industri Usaha Industri yang berkualitas
Provinsi

Sub Koordinasi, Sinkrionisasi dan

kegiatan |pelaksanaan pemberdayaan industri

Sasaran |Terfasilitasinya layanan kemasan produk Jumlah Jasa dan layanan konsultasi bagi pelaku 535
dan kerajinan bagi pelaku usaha IKM dan usaha [KM dan Masyarakat yang terfasiltasi Pelaku IKM dan
Masyarakat Masyarakat
Terbinanya IKM dalam peningkatan mutu Jumlah pelaku usaha IKM yang terbina 110 Pelaku IKM
produk kemasan dan kerajinan
Terkelolanya website layanan IKM Jumlah Website admin rumah kemasandan 1
Kemasan layanan [KM yang terkelola
Terlaksananya penyusunan dan evaluasi Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan 1 Dokumen
rencana koordinasi , sinkronisasi , dan pemberdayaan industri kemasan dan kerajinan
pelaksanaan pemberdayaan industri
kemasan dan kerajinan .
Teretribusinya Pendapatan Ash Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Rp 100.000.000,00
Sumber layanan Rumah Kemasan layanan rumah kemasan
Kegiatan Anggaran Keterangan
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Industri Provinsi Rp 897.930.782,00

Sub. Keg. Koordinasi, Sinkrionisasi dan pelaksanaan

pemberdayaan industri dan peran serta
masyarakat

PIHAK KEDUA

Rp 897.930.782,00

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Kemasan dan Kerajinan

Ridwan, M. ST.MM
Nip. 196807212001121001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah inj -

Nama : VERADIAN SAPHIRE,SP,MM
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : HAPIT TOLLA,SE
Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industr; Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

I. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuaj target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 1 JAN 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN PRODUK PANGAN DINAS
DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI PROVINSI SULAWESI TENGAH
.- .

h?i
VERADIAN SAPHIRE.SP. MM
#121 200701 1009 NIP. 19750319 199603 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Eavaluasi Persentase Layanan Mutu Produk Pelaku
Sub Keg. |Rencana Pembangunan Industri Provinsi Usaha Industri yang berkualitas
Koordinasi, Sinkrionisasi dan pelaksanaan 100
pemberdayaan industri dan peran serta
masyarakat
Sasaran | Terfasilitasinya promosi dan pemasaran Jumlah promosi dan pemasaran produk KM
produk IKM yang terfasilitasi 100
Terfasilitasinya layanan konsultasi bagi Jumlah layanan konsultasi bagi pelaku usaha
pelaku usaha IKM, Mahasiswa, Pelajar IKM, Mahasiswa, Pelajar dan masyarakat yang 250
dan Masyarakat terfasilitasi
Terfasilitasinya jasa layanan produksi Jumlah jasa layanan produksi yang terfasilitasi o
Terbinanya IKM dalam peningkatan Jumlah pelaku usaha IKM yang terbina
mutu produk 50
Teretribusinya Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Rp 50.000.000,00
Sumber layanan Galeri Rumah Cokelat layanan Galeri rumah Cokelat
Terfasilitasinya kerjasama pengembangan Jumlah kerjasama pengembangan produk IKM 1
produk IKM dengan pihak swasta dengan pihak swasta (MoU/Kerjasama) yang
terfasilitasi
Kegiatan Anggaran Keterangan
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Industri Provinsi Rp 125.370.970,00
Sub. Keg. Koordinasi, Sinkrionisasi dan pelaksanaan
pemberdayaan industri dan peran serta Rp 125.370.970,00
masyarakat
S PIHAK KEDUA PIHAK PETAMA
'fﬂﬂfn’l{g’rb pengembangan produk Kepala Seksi Pengembapgan Produk Pangan
' _indus a'paﬂw dgn kerajinan daerah
/ r’dius dmperdagangan

~

VERADIAN SAPHIRE.SP.MM
Nip. 19750319 199603 2 001




| SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAPIT TOLLA, SE
Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 1 JAN 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN KEPALA TATA USAHA UPTD
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN
KERAJINAN DAERAH DINAS DAN KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P ,:\my;;g%ksumwnm TENGAH PROVINSHSQULAWESI TENGAH
> ~J0, %

_._g“{.? AOLLA, SE LOBAN SUBU J\ MANOPPO. SE
9934121 200701 1 009 NIP. 19780622 201001 1 007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH
No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1) (2) ) )
Keg. Meningkatnya Kualitas Administrasi 1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang 100
Keuangan Perangkat Daerah dalam diselesaikan sesuai ketentuan
penyelesaian Tindaklanjut Hasil
Pemerikaan (TLHP)
2. Persentase Capaian Realisasi APBD 2
Perangkat Daerah
Sub Keg. Tersedianyva Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 1 Dokumen
ASN Pelaksanaan Tugas ASN
Kep r eninglk:l:lgr Kz:ntngan R 1. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan
s i Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah
Sub Keg. Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 1
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan
Keg. x"""“‘l""‘”3‘ pesgawasan kearsipan 2. Niii Kualitas Peugelohan Kearsipan
terna Digital Perangkat Daerah
Sub Keg. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1
Kantor Kantor vang Disediakan
Keg. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Nilai capai lak o
Zona Integritas (Z1) ;I ol o P o -
Sub Keg. Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 1
Penggandaan vang Disediakan
4. Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi
Meningkatnya Kualitas Produk Hakum Hukue Peranighat Dnerah
dan findakh
;::;:' kat Dn]eu:nl:pomn e 5. Persentase Tindaklanjut Laporan
e Pengaduan melalui SP4N Lapor
Sub Keg. Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Laporan Penyelenggara rapat koordinasi 1 Laporan
dan konsultasi SKPD
Sub Keg. Terlaksananya Penyelenggara Rapat [ ' 1 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamm
Keg. Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan
Barang/Jasa Perangkat Daerah Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE
Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1
Keg. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan
Perangkat Daerah Publik Perangkat Daerah
2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
pada Aplikasi SKM Terintegrasi
Sub Keg. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, 12
Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Sub Keg. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan 1
Umum Kantor yang Disediakan
Keg. x::hhgkamyu pemeliharaan barang milik Persentase barang milik deerah yang =
al 2
dipelihara
Sub Keg. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 34
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Sub Keg. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Jumiah Peralatan dan Mesin Lannya yang
Mesin Lainnya Dipelihara 46




Keg.
Sub Keg.

Keg.
Sub Keg.

Sub Keg.
Sub Keg.
Sub Keg.
Sub Keg.
Keg.

Sub Keg.
Keg.

Sub Keg.

Sub Keg.
Keg.

Sub Keg,

Sub Keg.

Kegiatan

Admini iK gan Perangkat Daerah
Penyediaan Admanistrasi Pelal Tugas ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Fasilitasi kunjungan tamu

Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel

4z

Pen Jasa P jang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Konumikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemelibaraan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran
Rp504,900,000

Rp504.900,000
Rp64,486,765
Rp1.582,965

Rp33,848,800
Rp5.,900,000
Rp12.805,000

Rp10,350,000

Rp86,125,000
Rp86,125,000
Rp184,411,858

Rp149.411,858
Rp35,000,000
Rp143,048,000
Rp&1,048,000

Rp62,000,000

Palu,

.

.} 4

Keterangan

1aN 25

PIHAK PETAMA

Kepala Sub Bagian Ta
UPTD Pengembangan Produk Indus

Usaha
Pangan Dan Kerajinan




l SULAWESI TENGAH I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LEVIANA MANGOPO, ST
Jabatan : Kepala Seksi Kalibrasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOLVANITA LADJIDJIL, S. Ag, M.M
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PTHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjaniji:

I. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 1 JAN 2025
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN KEPALA SEKSI KALIBRASI PERINDUSTRIAN
SERTIFIKAS] MUTU BARANG DAN PERDAGANGAN
RENPENTR PROVINSI SULAWESI TENGAH

NIP. 19851031 201101 2 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH
No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
n 2) ) )
Keg. Kalibrasi alat ukur produksi dan usaha Persentase kalibrasi alat ukur produksi dan

yang memenuhi standar wsaha yang memenuhi standar i
Terlayaninya permohonan kalibrasi alat ukur Persentase permohonan kalibrasi alat ukur produksi
produksi dan ussha _ |dan usaha yang terlayani 100%
Terjaminnya kualitas kalibrasi melalui Hasil penilaian surveillance
surveillance

= - 100%

Sub Keg.
Terukurnya layanan kalibrasi melatui uji Nilai hasil uji profisiensi
profisiensi = 100%
Rekalibrasi alat standar _ |Jumiah alat yang di rekalibrast : 10 Alat Kerja
T dokumen analisis kebutuhan Jumlah dokumen analisis kebutuhan layanan kalibrasi
layanan kalibrasi = - 3 Dokumen
Terbimbingnya Tenaga Teknis Kalibrasi Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing 7o
Peralatan Ukur £ : .
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Produk di Seluoruh Daerah Rp127.492,250.00
Kabupaten/Kota
SubKeg. 1 Pengembangan Layanan Kalibrasi Rp127,492.250

Pa[u,3 [ JAN 20?5

PIHAK PETAMA
K i Kalibrasi

Nip. 19851031 p01101 2 006




I SULAWESI TENGAH |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDYAWATI, S.Pt
Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PPHAK PERTAMA

Nama : NOLVANITA LADJIDIJI, S. Ag, MM
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

I. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 ‘l JAN ?2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN
ELKASI MUTU BARANG DINAS SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
Rl PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

K

WIDYAWATLS.Pt
NIP. 19750607 200112 2 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH
No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) 2) 3) )
Keg. Pengujian mutu diti yang hi P, pengujian | diti yang hi 100
standar standar
Terpantaunya Mutu Produk Unggulan Fumiah Produk Unggulan yang terpantau
2 Produk

Tersedianya Kelengkapan Laboratorium Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian dan

Sub Keg, Pengujian dan Bahan Kimia untuk Pemantauan bahan kimia yang tersedia | Paket
Mutu Produk
Terbimbingnya Tenaga Teknis Terkait Uji Jumlah Tenaga Teknis yang terbumbing
Profisiensi I Orang
Terlayaninya permohonan Pengujian mutu Persentase permohonan Pengujian Mutu Barang yang
barang terayani 100%
Terselenggaranya Bimtek Pengujian untuk Jumlah kegiatan Bimtek Pengujian untuk P bah
Penambahan Ruang Lingkup Nutrisi Pangan Ruang Lingkup Nutrisi Pangan 1 Kegiatan
Terbimbingnya Tenaga Teknis terkait validasi Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing
dan verifikasi metode dan estimasi 80
ketidakpastian

Sub Keg.  |Tersedianya kelengkapan laboratorium Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian dan
pengujian dan bahan kimia bahan kimia yang tersedia 1 Paket
Terukurnya kinerja laboratorium melalui uji Nilai hasil wji profisiensi
profisiensi 100%
Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan Jumiah dokumen analisis kebutuhan layanan pengujian
layanan pengujian I Dk
Terfasilitasinya Produk pelaku usaha yang Persentase Produk usaha yang tersertifikasi penggunaan
tersertifikasi penggunaan tanda SNI tanda SNI 100%
Terbimbingnya Tenaga Teknis terkait Jumiah tenaga teknis yang terbimbing
pemberian layanan sertifikasi kopi bubuk & Orang

— b Keg.

e G 7oy e Hasil penilaian surveillance
Sertifikasi Produk melalui surveillance ( 100%
Penambahan Ruang Lingkup Produk )
Terusulnya penambahan Ruang Lingkup Jumlah dokumen penambahan Ruang Lingkup
sertifikasi produk kopi bubuk sertifikasi produk kopi bubuk i Dokumes




Kegiatan Anggaran Keterangan
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi

Mutu Produk di Seluruh Daerah Rp401,735,108.00
Kabupaten/Kota
SubKeg. | Pemantauan Mutu Produk Rp114,595.100
2 Pengembangan Layanan Pengujian Rp209,300,558
3 Pengembangan Layanan Sertifikasi Produk Rp77.839.450
Palu, 3 ] JAN 20?5

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

X

WIDYAWATI, S.Pt
Nip. 19750607 200112 2 004




|
| SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARFAN,S.Ap
Jabatan : Plt. Kepala Tata Usaha UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOLVANITA LADJIDJL S. Ag, MM
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 31JAN 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN Plt. KEPALA TATA USAHA UPTD
SERTIFIKASI MUTU BARANG PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

DAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LAWESI TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

\ ] . MM SARFAN.S.Ap
~~~~ - 19730801 200701 2 029 NIP. 19691205 199103 1 007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No| SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
-1 -2 -3 -4
Keg. Meningkatnya Kualitas 1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang
Administrasi Keuangan Perangkat diselesaikan sesuai ketentuan 100%
Daerah dalam penyelesaian
Tindaklanjut Hasil Pemerikaan
1. Persentase Capaian Realisasi APBD %
Perangkat Daerah
SubKeg.  |Tersedianya honorarium pengelola Jumlah pegawai yang menerima honorariom 54
keuangan dan BMD -
Keg. Meningkatnya Kematangan SPBE I. NWIH’IPI]I SPBE
Perangkat Daerah dan Statistik Sektoral pada Perangkat
Daerah
SubKeg.  |Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1
Disediakan
Keg. Meningkatnya peagawasan 2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan
kearsipan internal Digital Perangkat Daerah
SubKeg.  Tersedianya Peralatan dan Jumiah Paket Peralatan dan Perlengkapan i
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan
Keg. Meningkatnya pelaksanaan 3. Nilai capaian pelaksanaan
pembangunan Zona Integritas (ZI) pembangunan Z1
SubKeg.  Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Meningkatnya Kualitas Produk 4. Nilai Pengukuran Implementasi
Hukum dan tindaklanjut laporan Reformasi Hukum Perangkat Daerah
Keg. pengaduan pada Perangkat Daerah S Persentase Tndakianjut Lapersa
Pengaduan melalui SP4N Lapor
SubKeg.  Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 1
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan 60
oy Barang/Jasa Perangkat Daerah Barang/Jasa Pemeriniah pada SPSE
SubKeg.  Terlaksananya pengadaan peralatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuaikan dengan Jml
dan mesin lainnya yang Disediakan alat rencana DAK
Keg. Meningkatnya Kualitas Pelayanan 1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan
Publik Perangkat Daerah Publik Perangkat Daerah
SubKeg.  Tersusunnya laporan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat )
JasaSurat Menyurat Menyurat
Keg. Meningkatnya Kualitas Pelayanan 2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Publik Perangkat Daerah pada Aplikasi SKM Terintegrasi
Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyedinan JasaKomunikasi,|
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air dan Listrik yang 12
SubKeg.| Listrik Disediakan
Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan |
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor yang Disediakan
Keg. Meningkatnya pemeliharaan barang Presentasi barang milik daerah yang 80
milik daerah dipelihara
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 6
atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atan
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Operasional atau Pajak dan Perizinannya 6
SubKeg.| [[2pangan

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara

65

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya
yangDipelihara/Direhabilitasi




SubKeg.  Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemelibaraan, Biaya Pemeliharaan dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 4 Ui
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas © |Dipelibara dan Dibayarkan Pajaknya - e
atau Kendaraan Dinas Jabatan
SubKeg.  Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, atau Lapangan yang Dipelihara dan .
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas ~ | Dibayarkan Pajak dan Perizinannya ” 4 Unit
Operasional atau Lapangan
Sub Keg. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan . |yang . 7 Unit
dan Mesin Lainmya Dipelihara
Kegiatan Anggaran Keterangan
Administrasi Keuangan Perangkat
430,
Daerah Rp284.430.000
Sub % i ini i
Keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Rp284.430.000
Tugas ASN
Administrasi Umum Perangkat Rp172.926.281
Daerah
Sub Keg. i i
eg ?.euycdaaan Komponen Instalasi Rp3.237.246
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SubKeg.  Penyediaan Peralatan dan Rp49.011.735
Perlengkapan Kantor o
Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Rp31.310.300
Penggandaan
Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 29.367.000
Konsultasi SKPD Rp83.367:
Pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan Pemerintah Rp6.399.941.876
Daerah
SubKeg.  Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp6.399.941.876
Penyediaan Jasa Pepunjang Urusan Rp234.109.648
Pemerintahan Daerah
Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp15.498.000
Sub Keg. Penyedy.aan Jasa? Kf)nmnik.as:. Sumber Rp!68.737.496
Daya Air dan Listrik
SubKeg.  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Rp49.874.152
Kantor o
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Rp102.450.000
Daerah
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Rp4.050.000
Dinas Jabatan
SubKeg.  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Rpffounon
Lapangan
Sub Keg. i i
g Per-mhhaman Peralatan dan Mesin Rp49.800.000
Lainnya
g
Palu, 3 1 JAN 7m5

PIHAK PETAMA
Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang




| SULAWESI TENGAH I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDWAN N.ALI,SE
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga Dan Penegakkan Hukum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDDY SUARMAN, SE., MM
Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjaniji:

I. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 1 JAN 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN KEPALA SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS JASA, TERTIB, NIAGA DAN PENEGAKKAN
NDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN HUKUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PRQVINSI SULAWESI TENGAH PERDAGANGAN PROVIN ESI TENGAH

) . RIDWAN N.ALLSE
9691109 199903 1 006 NIP. 19780531 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1) ) 3) “)

Keg. Meningkatnya Pengawasan Barang Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai
Beredar dan/atau Jasa di Seluruh dengan Ketentuan Perundang-Undangan > 80
Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengawasan Barang Jumlah laporan pengawasan barang beredar _ 2 Laporan
Beredar sesuai parameter ketentuan yang sesuai ketentuan Perlindungan
Terlaksananya Pengawasan Jasa Jumlah laporan pengawasan Jasa yang sesuai _ 1 Laporan
sesuai parameter ketentuan ketentuan Perlindungan Konsumen

Sub Keg, Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Jumlah laporan Pengawasan Kegiatan 1 Laporan

Perdagangan dan Tertib Niaga Perdagangan dan Tertib Niaga
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis 4 Orang
SDM Petugas Pengawas Perdagangan bidang pengawasan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Jumlah kegiatan sosialisasi/edukasi 1 kegiatan
Pelaksanaan Pengawasan Barang pengawasan barang beredar

Sub Keg. Terlaksananya Penegakan Hukum di Jumlah Kasus Yang ditangani Kb
Bidang Perlindungan Konsumen dan
Kegiatan Anggaran Keterangan
Pelal Penga Barang Beredar
dan/ataun Jasa di Selaruh Daerah Rp221,787,850
Kabupaten/Kota

SubKeg. 1 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan

Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan
Konsumen

(]

Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran
Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis
R -Pehg'hy?‘;ﬁ\l?an Perlindungan

-

. Konsumen

199903 1 006

Rp142,873.250

Rp78.914,600

P 3] JAN 2029

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga
ukum

W, (ALLSE
Nip. 19780531 200212 1 003




| SULAWESI TENGAH |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRIYANI, SE
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :DEDDY SUARMAN, SE., MM
Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

I. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 7 JAN 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN KEPALA TATA USAHA UPTD
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
PERID KONSUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

g

INDRIYANI, SE
NIP. 19711018 199202 2 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH
No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
[0 2) 3) (4)
Keg. 1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang
Meningkatnya Kualitas Administrasi diselesaikan sesuai ketentuan 100
Keuangan Perangkat Daerah dalam
penyelesaian Tindaklanjut Hasil 2. Persentase Capaian Realisasi APBD
Pemerikaan (TLHP) Perangkat Dacrah »
Sub Keg. Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi
Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 1
Keg. Meningkatnya Kematangan SPBE 1. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan
Perangkat Daerah Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah
Sub Keg. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4
Kantor yang Disediakan
Keg. Meningkatnya pengawasan kearsipan 2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan
internal Digital Perangkat Daerah
Sub Keg. Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan I
Penggandaan yang Disediakan
Keg. Meningkatnya pelaksanaan
pembangunan Zona Integritas (ZI) 3. Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI
Sub Keg. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 1
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Keg. 1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan
Publik Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik Perangkat Daerah 2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
pada Aplikasi SKM Terintegrasi
Sub Keg. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, 12
Dava Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Sub Keg. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan 1
Kantor Umum Kantor yang Disediakan
e M_ef:iagiutnya pemelibarasa barang Persentase barang milik daerah yang
milik daerah . 80
dipelihara
Sub Keg. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 4
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
dan Mesin Lainnya Dipelihara 13
Sub Keg. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1
Kegiatan Anggaran Keterangan
Administrasi Keuangan Perangkat
pns— Rp231,960,000
Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Rp231,960,000
Tugas ASN P
Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp57.364,500
Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Rpl9,194,350
kantor
Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Rp4,010,150
Penggandaan
Sub Keg. inasi
eg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Rp34,160,000

Konsultasi SKPD




Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Sub Keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Rp48,606,800
Rpd7,256,800

Rp1,350,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Rp54,551,900
Daerah

Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemelibaraan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Rp30,856,900

Rp8.690,000
Sub Keg.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atan Bangunan Rp15,005,000
Lainnya

P 37 JAN 2025

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan
Kgnsumgn

INDRIYANL §
Nip. 19711018 199202 2 006




SULAWESI TENGAH I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURWATA,SE
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDDY SUARMAN, SE., MM
Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

I. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 M,” 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PEMBERDAYAAN KONSUMEN DINAS
P DUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I:EPR&RB PROVINSI SULAWESI TENGAH

NIP. 19710610 199103 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2) 3) 4
Keg. Meningkatnya fasilitasi perlindungan Persentase fasilitasi pengaduan Konsumen yang
konsumen di Seluruh Daerah ditindaklanjuti sesuai ketentuan 100
Kabupaten/Kota
Terfasilitasinya aduan konsumen _ [Jumlah aduan konsumen yang difasilitasi 43
Sub Keg. r—
Terverifikasi dan terevaluasinya Jumlah laporan verifikasi dan evaluasi Py
kinerja BPSK secara berkala kinerja BPSK "
Terfasilitasinya pengusulan BPSK di Jumlah usulan BPSK di Kab Banggai
2 - 1BPSK
Kab Banggai
Tersosialisasinya eksistensi BPSK dan _  |lumlah kegiatan sosialisasi terkait eksistensi R
Sub Keg prosedur pengaduan konsumen BPSK dan prosedur pengaduan konsumen S
Tersaksananya Survey IKK (Indeks Jumlah responden yang mengisi Kuisioner
- 100 Orang
Keberdayaan Konsumen)
Terfasilitasinya BPSK Kab/Kota Jumiah BPSK Kab/Kota yang terfasilitasi 4 BPSK
Tersosialisasinya Kinerja LPKSM di _ |tumiah masyarakat tersosialisasi terkait
SubKeg. | daerah Kabupaten Banggai terkait kinerja LPKSM 50 orang
Kegiatan Anggaran Keterangan
Pelak Perlindungan K di
Seluruh Daerah Kabupaten/Kota TR AN
SubKeg. | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan
Perlindungan Konsumen Rp932,755,750

2 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga

Perlindungan Konsumen Rp44,004.400

3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan

Penyelesaian Sengketa Konsumen Rp36,866,000

P 3T JAN 9

Jan Perlindungan

PIHAK PETAMA
Pelaksanaan Teknis Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

Nip. 19710610 199103 1 005
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